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bahwa demi kelanca-an dan ketertiban penyelenggaraan
pendaftaran penducda: dalam Merangka Sistem Informasi
Mana jemen Kependudulcan, untuk pelaksanaannya di Daerah
perlu diatur lebih lanjut dalam Feraturan Daerah.

bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetaphkan
Peraturan Daerah <atamadya Daerah Tinagkat Il Kupang
tentang Penyelendgaraan Fendaftaran FPenduduk dalam
Keranagka Sistem Ivformasi Manae jemen FKenendudukan.

Undang—undang Namcy S Tahun 1974 tentang FPokok-—pokok
Femerintahan di Daerah (l.embaran Megara Republik
Indonesia Tahun 1374  MNomar 38, Tambahan Lambaran
Negara MNomor 230237 .

Undang—undang Nomor €4 Tahun 1358 tentang Pembentukan
Daerah—daerah Tinckat I Rali, Nusa Tenaga) 2 BHarat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1938 NMomor
115, Tambahan Lemba-an Negara Nomor 1649);
Undang-undang Momer S Tahun (296 tentang Fembentukan
Katamadya Daerah “tngkat Il #Hupang (lLembaran Negara
Tahun 1396 Nomor »73, Tambahsn Lembaran Negara Nomor
34330

Undang~uwdang Nomery 5§ Tahun 1579 tentang Femerintahan
Desa (Lesvaran Nogara Tahun 1272 Nomor 36, Tambaban
Lembaran Negara Nonor 3153);

Undang—undang Noncr 8 Tahur 1391 tentang Kitab
Undang—undang hukun Acara Filidena C(Lembaran Negara
Tahun 1981 Nomsy 76, Tambahan .embaran  Neagara NMomor
Q2090

Peraturan FPemerintah Nomov 45 Tatun 1992 tentang
Fenyelenagaraan Otonomi Daerah dengan Litin berat pada

Daerah Tinagkat II (Lembaran NMNMegara Tahun 13992 Nomeor

77, Tambahan Lembsran Negara Momor 24870,

Keputusan Fresider Namor 52 Tahun 1977 tentang
Fendaftaran FPenducul;

Peraturan Menteri ['alam Negeyi Nomor L A Tahuno 19995
tentang Fenyelenguaraan Fendaftaran Penduduk dalam
Kerangka Sistem Informasi Manajemen Fependudukan:
Keputusan Menteri wenakiman Momor 1-04-FW-07-03 Tahun
1984 tentang Wewen=tg Fenyidibk Fegawal Negeri Sipilj
Keputusan Menteri Dalam Negeri Momor 45 Tahun 1992
tentang Pokok-pok:t Penyelergparaan 8istem Informasi
Manajemen Depertemer Dalam Negsarij
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11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995
tentang Spesifikasi Blanko/~ormulir/Buku serta sarana
Penunjang lajinnya yang dipergunakan dalam
Penyelenggaraan “andaftaran Fendudulk;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Namor 2 A Tahun 1395
tentanag Frosecur dan Tata Cara Fenyelenggaraan
FPendaftaran Fencuduk dalam Kerangka Sistem Infarmasi
Mana jemen Kepencudukan;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 13995
tentang Pedoman FPenyusunan Feraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Fenduduk Dalam Kerangka
Sistem Informa=z=i Manajemen Kependudukan;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabhun 1336
tentang Fedoman EBlaya Pelayanan Fendaftaran Fenduduk;

15. Keputusan Menteri Dalam iNzgeri Namor 16 Tabhun 1996
tentang Harga Blanko dan Formulir—-formulir yang
dipergunakan dalam pelaksanaan Fendaftaran Penduduk.

16, Instruksi Mentzr1 Dalam Negeri Nomeor 10 Tahun 1997
tentansy Fembinaan danm Fengawasan Bekas Tahanan dan
Bekas Narapidana G.30.5/FPKI dan Fedoman Teknis Nomor

720.351/374 Tantang Felaksenaan Fembinaan dan

P Fengawasan Be tas Tananan dan Belkas Narapidana
G.30.8/FKI.

Dengan persetujuan Dewan Ferwalrilan Fakyat Daerah lotamadya Daerah

Tingkat II Kupang,
ME ML TULUSGEKAN

Menetapkan : FPERATURAN DAERAH HKOTAMADYA  DAERAM TINEKAT IT  EUFANMG
TENTANG FENYELELG3ARAAN  FENDAFTARAN FENDUDUE  DALAM
KERANGKA SISTEM INFORMAST MANAJTEMEN FEFENDUDURAN.

AR ]

KEMTIZHTUAN UMUM

Fl

Fagal 1§
Dalam Fereturan Daerah inil yanc dimaksud dengan

~ a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

b. Pemerintah Daerah adalah Fe wrintah Kaotamadya Daevah Tinghkat 11
Kupang.

¢, Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Kupang.

~—-ied . Penyelenggaraan Pendaftaran “enduduk yang merupakan bagian dalam
Kerangka Sistem Informasi Manajemen K=pendudukan adalah seluruh
aspek kegiatan pendaftaran, pengolahan, dan penyajian infarmasi
data penduduk termasuk penerbitan NIK, #artu Keluarga, Kartu Tanda
Penduduk, dan Surat kKeterannan Kependudukan.

e. Sistem Informasi Manajemen Fependudukan yang merupakan baglan dari
Sistem Infarmasi Manajemon Depertemen Dalam Negeri adalah
rangkaian unsur-unsur dan hegiatan pengumpulan, pengolahan, dan
penyajian informasi kependudukan terpadu yang diperlukan dalam
mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi utama Departemen Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah.

f. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia
maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam
Wilayah Negdara Republik Indonesia den telah memenuhi ketentuan
peraturan perundangan yang barlaku.
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Fenduriuk Sementara adelab jrang  As.o -2 yvang berada dalam Wilayah
Negar  Republik Indonesia dongan izin Linggal terbatas.
Keluas 'ga adalah sekelompci: orang yvena mendiami sebagian atau

seluruh bangunan vyang tincial bersama dan makan darl satu dapur

vang tidak terbatas psca crang—arang yana mempunyail hubungan darah

saja, atau sesenrang yang mendiami sebacian atau seluruh bangunan
yang mnenaurus keperluan hicupnya sendiri.

Kepala Keluarga adalah :

1. Ovrang yang bertempat 1inggal dengan orang lain balk mempunyai
nubungan darah maupur tidak, y&ang bertanggung jawab dalam
keluarga itu.

2). Orang yang bertempatl tinggal seocrang diri.

2. Kepala kesatrian, asrema rumah piatu dan lein-lain dimana
beberapa corang bertempat tinggal berzama—-sama.

Anggota Keluarga adalah mer=2ka yang namanya tercantum dalam Kartu

Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala

Keluarga. "

Namor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah

Nomar yang dikeluarkan oleh Femerintah untul sesecrang yang telah

didaftar sebagail penduduk.

Kartu Keluarga yang selanijutnya di=zingkat KK adalih kartu yanag

memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga.

Kartu Tanda Fenduduk yang =elanjutnva disingkat KT adalah kartu

sebagai bukti diri (legi imasi> bagi setiap penduduk dalam
Wilayah Negara Republik Indonesia.
Buku Induk Penduduk adal¢éh buku vang memuat data awal semua

penduduk di masing-masing kelurahan.

Buku Mutasi adalah buku yvanc memuat c-atatan perubahan data setiap
penduduk di masing-masing t.elurahan.

Surat Keterangan Kependudu-..n adalah bentuk keluaran sebagal hasil
dari kegliatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi
Surat Keterangan Lahir, &arat HKeterangan Mati, Surat Keterangan
Lahir Mati, Surat KKeterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran
Penduduk Sementara, Surat <oeterangan “empat Tinggal.

Mutasi biocdata adalah perusshan data akibat ganti nama perkawinan,
perceraian, pengangkatan anak. pindah agama, ganti peker jaan,

_tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat

tempat tinpgal.

Data Kependudukan adalah lumpulan elenen data penduduk terstruktur
yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

Kelurahan adalah suatu wilayah vyang ditempati oleh sejumlah
penduduk yang mempunyal organisasi pemerintahan terendah langsunag
dibawah Camat, vang tidak berhal menyelenggarakan rumah tangganya
sendiri.

BAR T1I

SEEER e s 2 F’El—é','\]. ::

]

iap i"enduduk dan Pendudu< Sementara berh-x mendapatkan pelayanan
am Penyelenggaraan Pondafbtaran Penduadt

Fasal 3

Setiap Penduduk dan Fa-daduk Sementara wajib mendaftarkan diri
kepada Pemerintah Daeraii.

Kewa jiban sebagaimana dimaksud ayat (1), termasuk juga kewajiban
untuk melaporkan setiap mutasi bicdata yang ter jadi.



EAR TI11
NOMOFR INLCL HKEFPEMDUDUEAN
Fasal 4

(1) Betiap-Penduduk wajib memiliizi NIk,

(2) NIK diberikan kepada sesecrang sejak yang bersangkutan didaftar
sebagal Penduduk di Wilayah RNegara Republik Indonesia.

(3) NIK seorang Penduduk beriaku sszumur hidup
dipergunakan oleh Pendudubk lain.
Feg IV
FPENDAF TARAN PERDUDUE,
Bagian Fertama
Felapaoran Kelahi-an dan Lahir Mati

ﬁ ffenal S

(1) Betiap kelahiran wajib dilaporkan  kepada

dan ftidak dapat

Fepala Kelurahan

setempat dalam jangka waktu selambat—lambatnya 20 (Tiga Fuluh?)

hari ker ja sejak tanggal kelahiran.
(2 Pelaporan kelahiran yang melebihi janaka

aktu  sebagaimana

dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah mendapathkan persetujuan

e Camat.
(3) Pelaporan kelahiran sebaga nana dimalsud ayat

1o dicatat dalam

Buku Induk Fenduduk serta o terbitkan Surat Heterangan Helahiran
dan Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Zamat.

2asal &

(L) Kelahiran bayl vyang mati d:atas 7 (Tujuh) bulan usia kandungan
wajib dilaporkan kepada Kep:ila Kelurahan setempat.

(2) Pelaparan kelahiran sebagaimana dimakzud ayat

Surat Heterangan Lahir Mati.
Py . TR Bagian Kedua
Pelaporan Kematian

Pasal 7

(1) Setiap kematiamn wajib dilapowrkan kepada Fepala
jangka waktu selambat-lambataya 20  (Tiga Fuluhd

tanggal kematian.
(2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat
Buku = Induk dan Bulku Mutasl Fenduduk =serta

1) cditerbitlan

Feluwrahan dalam
hari keria sejal

ClLa dicatat dalam
diterbitkan Surat

Keterangan Kematian dan Fartu Heluarga yang ditanda tangani oleh

Camat.
Bagian Ketiga

Pendaftaren Ferpindahan
IFesal 8

Setiap perpindahan penduduk dan Penduduk Sementara
kepada Kepala Kelurahan setempal.

wajib didaftarkan
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FFfasal 2

. (1) Setiap perpindahan pendudult dicatat dalam Buku Induk dan Buku
Mutasi Fenduduk serta diterkitkan Surat Keterangan Pindah vang
ditanda tangani cleh CTamat.

(2) Betiap perpindahan pendudal Warge Negara Asing dan Penduduk

Sementara diatur asebagail berikut

a. Perrindahan antar Kelurahan dalam satu Kecamatan dan
perpindahan antar Kecamatan dalam szatu Daerah diterbit Surat
Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Camat.

b. Perpindahan antar Kabupaien/Kotamadya Daerah Tingkac¢ 11 dalam
Prapinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur iterbitkan
Surat Keterangan Pindah yana ditanda tangani oleh
Walikotamadya Kepala Daerah.

c. Perpindahan antar Propinsi Daerah Tingkat I atau ke Luar

Negeri diterbitkan Surat Keterangan Findah yvang ditanda
tangani oleh Gubernur Kepala Daeran Tingkat I Nusa Tenggara
Timur.

3% Fasal 10

e e .
—_——
\

’_\Perpindahangwﬁenducuk dan Fenduzuk Sementara dalam lingkungan satu
- Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat temocat tinggal dan tidak
diterbitkan surat xeterangan piaidah.

Baglan Keempat
Fendaftaran Kedatanaan
Tasal 11

(1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indanesia  yang diakibatkan
Yiirieo... . perpindahan, wajib didaftarkan kepada Kepala Helurahan setempat
' dalam Jjangka waktu solambat-lambatnva 14  (Empat FBelas) hari

ker ja sejak tanggal kedatan:an.

(2) Kedatangan penduduk Warga e&gara Asing atau penduduk sementara
vang diakibatkan perpindahan antar daerah dalam wilayah Negara
Republik Indonesia wajib didaftarkan lkepada Walikotamadya kKepala
Daerah Setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (Empat
Baelas) hari kergja sejak tanaazl kedatargan.

’\(3) Kedatangan Fenduduk Sementara dari Negara lain wajib didaftarkan
kepada Walikotamadya Kepala Daerah dalam janagka waktu
selambat—lambatnya 14 (empat belas? hari kerja sejak tangagal
kedatangannya.

(4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat
€15, L2) dan (3> dapat dilaksanakan dengan mendapatkan
perset(juan Camat bagi peNiudir Waraa Negara Indonesia dan
[ubernur Kepala Daerah Tingcat I Nusa Tanggara Timur bagi Warga
Negara Asing atau Fenduduk Senentara.

Faszal 12
(1) Pendaftaran Kedatangan Perdudul Aaraa Negara Indonesia
diterbitkan Kartu Eeluarga owan dicatat lalam Bulku Induk Fenduduk.
(2) Pendafiaran kedatangan penduduk Warga Negara Asing diterbitkan

Surat eterangan Pendaftaran Penduduk dan Kartuw Keluarga serta
dicatat dalam Buku Induk Fencuduk.

(3) Pendaftaran Fendudulk Sementara diterbitkan Surat kKeterangan
Pendaftaran Pendudulk Sementara dan Surat Keterangan Tempat

Tinagal serta dicatat delam Eukuw Induk Pendudul Sementara.
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Eagian Felima
Pelaparan Akibat Ferubahan Gtatus Kewaroanegaraan
Pasal 13

(12 Perubaban Status Kewarganegaraan vanag telah mendapatkan penchtapan

dari Instansi yanag berwenana wa jib dilapaorkan bepada
Walikotamadya Kepala Daaevah,
(2) Walikotamadya kepala Daerah mencatat perubahan  sebagaimana

dimaksud ayat (1) dan menerbitkan Surat FKeterangan Ferubahan
dieei . 8tatus Kewarganegaraan.
: (2) Perubahan— Status Kewarganegaraan yang telah dilaporban
sebagaimana dimaksud ayat (12 dan ayat (2) dapat diterbitlan
Kartu Keluarga.
Bagian Keenam
Perubahan Status Kependudualian

FPasal 14

£ (1) Perubahan status kependudukan dari pendudul: sementara menjadi

penduduk karaa Negara Asing dapat dibevikan setelah yano
T versdltgkulan marnerolel Surat Faateranaan onenduduloan cliovi

Instansi yang berwvenang.

(2 Perubahan status hependudukan sebagaimana dimaksud ayat (10
didaftarkan kepada Walikotamadya [Fepala Dasrah setempat unbub
memperoleh Surat Keterangan Fendaftaran Fendudok.

(3) FPendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud ayat c1 dan R
diterbitkan NIK dan Kartu kKeluaraga.

Bagian Eetujuh
Mutasi Riodata
Fasal 15

Setlap terjadi Mutasi Riodata wajib didaftarikan kepada Fepala
Kelurahan.

) Fasal 16

FPendaftaran Mutasi Biocdata sebagaimana  dimaksud  pasal 15 dicabat
dalam Buku Induk Penduduk dan  Bukku Mutasi FPendudoi dan ditervbitlan
Kartu Keluarga dan atau Eartu Tanda Pendudak.

EtAE W
FIARTU EELUARGA
Fasal 17

(1) Setiap Kepala Keluarga wajib memilili Farhu Feluaraa.

(2) Dalam Kartu Meluarga dicatat data Hepalsa Heluarga dan Data seinun
anggeta keluarga.

(3) Dalam Kartu Keluarga Hhusus Ragi Eekas Tahanan dan fiekas
Narapidana G.30.S/PKI diberti kKode ET. Fode ET hanya dicantumbian
pada data dasar dan Kartu Keluarga (EK) yang bersangkutan yond
digsimpan di Kecamatan, Kelurahan, dan &7, dil=i pada Folom 17
Kartu Keluarga dan pada data dagar lalom 22 tentang keteranaan
lain~lain. Sedangkan pada Kartu Keluarga yang bersangkubtan tida
perlu dicantumkan.
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Fasal 18

artu Keluarga ditandatangani oleh Camat dalam rvanghkap < Cempat) dan
criHian-masing-masing untuk

Kepala Keluarga (Lembar Fertama)

- Ketua RT (Lembar Kedua)

-~ Kepala Kelurahan (Lembar Ketiga>

~ Camat (Lembar Keempat)

BAR VI
FARTU TANDA FENDUDUE
FPasal 19
B e, €1 Setiggn_pgnqupk yang telah berusia 17 tahun atauw telah/pernab
kawin wajib memiliki Karsu Tanda Pendudoilb .

(2) Setiap penduduk hanya memiliki satu Fartu Tanda Penduduk.
(3) Kartu Tanda Fenduduk Warga Negara Asing diberikan keterangan WNA.

Fasal 20

- (1) Kartu Tanda Fendudule berlakuw 3 Ctigad bahun dan  dapot
diperpanjang dengan diterbitlkan Kartu Tanda Fenduduk baruw.

() Bagl penduduk Warga Negara Indonesia yang bervrusia 60 Cenam pulob)
tahun ke atas diberikan Kartu Tanda Fendudul yana berlaku seumon
hidup.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat CZ2) hanya berlakua bagi Waraa
Negara Indonesia yang bertempat tinagal tetap dan tidak terlibat
langsung ataupun tidak langsuna dengan organisasi terlarang.

FPasal 21

Kartu Tanda Fenduduk ditanda tangani alet Zamat atas  nama
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I1.

BAR VII
PENGELOLAAN DATA DAN FELAFORAN

Baglan Fertama

()
Data Fependudulkan
Fasal 22
(1) Data Kependudukan merupakan dokumen  Pemerintah vang harues
dipelihara dan dilindunal.
(2) Data Kependudukan sebagai kumpulan elemen data terstrultur
diperaleh dari hasil pendaftaran pendudub.
Eagian Hedua
Fengelolaan Data
Fasal 23
Pengelolaan Data ependuadukan  untuk oalatan Fenyelengoar van

Fendaftaran Fendudul: dilaksanakan oleh Apavat Fependudoakan di Daovah.
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Pamsal 24
(1) Data HKependudukan yang diperaleh dari hasil Fenyelenggaraan

Pendaftaran Fendudulk secara fisik disimpan di FKantor Pengolahan
Data Elektronik Daerah.

(2) Kantar Fengolahan Data Elektronik Dasrah  mengelala Data
Kaenendudukan sebagaimana  yang dimaksud ayat (1) untuk memenali
kebutuhan Inatansi Femerintah dan pihal oo bs o Diamae ks

Hagian Fetiga
Felaporan
Fasal 235

(1) Kepala Kelurahan wajib melaporkan data hasil pendaftaran peancuoil
di Wilayahnya yang disampaikan kepada Camat setiap triwulan.

(2> Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduak  di
wilayahnya kepada Walikobtamadya Fepala Daevah agetiap triwualan.

BAE VITI

FROSEDUR DAN TATA CARA FENYELEMGEARAAN
FENDAFTARAN FENDUDLIE

Frasal =26

Frogedur dan Tata cara Fenyelenggearaan Pendafbaran Fendudal tevmasol
Ketentuan mengenai bentuk dan  Komposis] NI, bentuk dan 161
Buku/Farmulir serta BRentuk dan isi Laporan FEependudakan  adalal
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, [1, dan III PFPeratur.n
Daerah ini.

BAR IX

BIAYA FELAYANAN FENYELENGEARAAN
FENDAFTARAN FENDUDUK

Fasal 27

(1) Biaya Pelayanan Fenyelenggaraan Fendaftaran  Fendudualk  adalat

sebagal berikut

(a) BRiaya penerbitan Kartu keluarga sebesar kp, 2,230,

(b)Y Blaya penerbitan Kartu Tanda Fenduduk Warga MNegara Indonesia
sebesar Rp. 4.000,-

(cy) Biaya penerbitan Kartu Tanda Fenrdudal:s  Warga Negarva  Asing
sebesar Rp. 5.000,

(d) Biaya penerbitan Surat Keterangan Kependudukan lainnya antara
lain @
- Farmulir pendaftaran sebesar Rp. 250,-

- Surat Keterangan Kependudukan Fp. 250,
BaR X
KETENTUAN FIDANA

Faaal =8

(1) Felanggaran atau kelalaian terhadap Letentuan -  ketentuan
sebagaimana dimaksud pasal § ayat 1), pasal 6 ayat (1), pasal 7
ayat (1), pasal 8 ayat (1), pasal 1l ayat (1), pasal 13 avat o1
pasal 15 ayat (1), pasal 17 ayat 11, dan pasal 19 ayat (1o
Feraturan Daerah ini diancam dengan FPidana kuwrungaen selama
lamanya & (enam?) bulan atau denda setinggi=-tingainya [Fp.
50.000,- (Lima Fuluh Ribu Rupiahd.

(2) Tindak Findana sebagaimana dimaksud ayatl (1) adalah pelangaaraf.

)
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EAR XI

EETENTUAN FENYIDIKARN

Fasal 29
Selain oleh Fejabat FPenyidik Umum, penyidikan atas tindak picgana
sebagaimana dimaksud dalam Feraturan Daerah ini, dilakulkan alah
FPenyidik Pegawal Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah vanqg
pengangkatannya sesual dengan ketentuan Feraturan FPerundang-undangan
yang berlaku.

Fasal 20

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Fenyidik Fegawai Negevri Sipgil

sebagimana dimaksud pada pasal 29 berwenang

a. Menerima laporan atau pengaduan dari sesecrang tentang adanya
tindak pidanaj;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat 1tu di Tempat Fejadian dan
melakukan pemerikaaan;

¢, Menyuruh berhenti sesecrang btersangka  dari Emgiatannya ddan
memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. Mengambil sidik jari dan memotret sesearang tersangla;

- f. Memangagil sesecrang untuk didengar dan diperilksa saebagail tervsanala

i atau saksij

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlulan dalam hubungannya doenosn
pemeriksaan perkaraj;

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjub dacd
penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup hubkti ataw peciabius
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjubtnya  melalu
penylidik umum memberitahulcan hal tersebut kepada  Fenuntubt Umum,
tersangka atau keluarganya;

1. Mengadakan tindakan lain menurut hubkum yang dapat dipertangaung
Jjawabkan.

BAE XI11
FETENTUAN FERAL IHAN
Fasal 2
Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Fendudoal serta formualiv = foormual o
yang ada sekarang tetap berlaku, sebelum cdiganti berdasarban
" Feraturan Daerah ini.
iR BAR XIII
FETENTUAN LAIN-LAIN
Fasal 22
Hal—hal lain yang belum diatur dalam Feraturan Daesvah ini akan diatuw
lebih lanjut dengan keputusan Walibtotamadya kFepala Dasvah sepanjand
mengenail pelaksanaannya.
BAap X1V
KETENTUAN FENUTUF

Fasal 33

Dengan berlakunya Feraturan Daerah ini, dinyatakan GHidak berlako lag!
Feraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1[I rFupang Namor 2 Tahun

1996 tentang Penyelenagaraan Fendaftaran Fenduduk dalam Heranglka
Sistem Informasi Manajemen kKependudukan.
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Langgal diundangidén, aogar

[reraturan Damrain i mutlai berlalbu &g
setiap orang dapat mengelahulinya memerintahlan pengundangan Ferat
Daerah indg dengan  penempatannya dalan  Lembaran  Daervah  Hoozoarad
Daerah Tingkat 11 Kupang. ",
' Ditetaplkan di Kupang
pada Langoal 30 Maraet vig
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